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Description :
Dari suatu perkawinan itu akan terbentuk suatu keluarga. Melangsungkan
perkawinan adalah saling mendapatkan hak antara seorang pria dengan seorang
wanita serta kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang
dilandasi tolong-menolong. Namun dalam mengarungi perkawinan banyak terjadi
penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, hal ini yang memicu terjadinya
konflik dalam rumah tangga, jika tidak diselesaikan secara baik akan memicu
terjadinya perceraian sebagai puncaknya. Dalam perkawinan Islam dikenal
adanya harta bersama atau yang lebih familiar dengan harta gono-gini Harta
bersama antara suami dan istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu
sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian,
perceraian dan dapat juga oleh putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa harta
bersama dapat ditempuh melalui tiga cara: dilakukan melalui rekonsiliasi di antara
pihak yang bersengketa, dilakukan melalui mediasi dengan cara menunjuk pihak
ketiga yang dituakan dan dipandang mampu menyelesaikan persengketaan,
dilakukan melalui badan penyelenggara kekuasaan negara, yakni dengan putusan
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, khususnya bagi orang-orang yang
beragama Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama telah ditentukan oleh
undang-undang tentang pembagiannya yaitu janda atau duda cerai hidup atau mati
berhak atas seperdua dari harta bersama. Sengketa harta bersama dapat diajukan
bersama dengan gugatan perceraian, atau terpisah dengan gugat cerai artinya
gugatan harta bersama dapat diproses jika telah ada kekuatan hukum tetap atas
putusnya hubungan perkawinan oleh pengadilan agama. Tidak semua pihak yang
berada dalam sengketa harta bersama melaksanakan putusan pengadilan agama
secara sukarela, oleh karena itu jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan
pengadilan agama secara sukarela maka pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat
dilaksanakan atas permohonan pihak yang menang, dan berdasarkan penetapan
eksekusi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan agama.
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